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DUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, ATURAN PAJAK INI 

DIREVISI 

 

Jakarta, 23 Agustus 2019 – Untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional serta 

likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 

melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemerintah perlu melakukan 

perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan 

pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. 

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.  

Peraturan Menteri Keuangan yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2019 ini memasukkan 

pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak 

Berisiko Rendah yang berarti kepada mereka diberikan Pengembalian Pendahuluan (restitusi 

dipercepat) atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak. 

Pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan sering bertransaksi dengan rumah sakit 

negeri (sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan mitra Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

yang dipercepat, maka pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu 

likuiditasnya dan pada akhirnya skema ini mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai 

program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id. 

#PajakKitaUntukKita 
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Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 
Direktorat Jenderal Pajak 

 : humas@pajak.go.id 

http://www.pajak.go.id/
mailto:humas@pajak.go.id

